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Kuasa Hukum Juliari Heran KPK
Buka Penyelidikan Baru Kasus Bansos
Kasus suap yang menjerat mantan Men-
sos Juliari Peter Batubara belum ram-
pung, kok KPK sudah membuka penyeli-
dikan baru kasus korupsi Bansos Covid-19.

JAKARTA (IM) – Kuasa 
hukum mantan Menteri Sosial 

(Mensos) Juliari Peter Batuba-
ra, Maqdir Ismail mengaku 
heran Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) membuka 
penyelidikan baru terkait ka-
sus pengadaan Bantuan Sosial 
(Bansos) di Kementerian Sos-
ial (Kemensos). 

Adanya penyelidikan baru 
terkait korupsi bansos itu ter-
ungkap setelah tim penyelidik 
KPK memintai keterangan 
Juliari pada Jumat (6/8).

Maqdir Ismail heran den-
gan penyelidikan baru yang 
dilakukan KPK. Pasalnya, 
, perkara dugaan suap yang 
menjerat Juliari pun belum 
rampung. Bahkan menurut 
Maqdir belum ada bukti yang 
cukup kuat terkait aliran fee 
untuk Juliari selama di persi-
dangan.

“Tiga orang saksi yaitu 
Selvy Nurbaity, Kukuh Ary 
Wibowo, dan Eko Budi San-
toso sebagai orang yang dise-
but penerima perantara tidak 
mengakui pernah menerima 
uang untuk diserahkan kepada 
Terdakwa Juliari P. Batubara. 
Terdakwa juga membantah 
telah menerima uang. Suap itu 
harus ada bukti suapnya bukan 
dengan asumsi,” kata Maqdir 
melalui pesan singkatnya, Min-
ggu (8/8).

Keterangan saksi Selvy 
Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, 
dan Eko Budi Santoso di 
persidangan seharusnya dapat 
dipertimbangkan. Namun, hal 
tersebut justru diabaikan oleh 
tim Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) pada KPK. Demikian 
juga, terkait penolakan oleh 
penuntut umum atas keteran-
gan Juliari Batubara.

“Seharusnya diakui secara 
jujur bahwa Saksi Selvy Nur-
baity, Kukuh Ary Wibowo, 
dan Eko Budi Santoso tidak 
mempunyai kepentingan selain 
untuk menyampaikan kebena-
ran ketika mereka menyatakan 

tidak pernah menerima uang 
dari Adi Wahyono untuk dis-
ampaikan kepada Terdakwa 
Juliari P. Batubara. Fakta ini 
harus dimaknai bahwa secara 
hukum mereka tidak pernah 
menerima uang dan hal ini 
adalah benar adanya,” beber 
Maqdir.

Dia menilai, kedudukan 
keterangan saksi Selvy Nur-
baity, Kukuh Ary Wibowo, 
dan Eko Budi Santoso ber-
beda dengan keterangan yang 
disampaikan oleh Matheus 
Joko Santoso dan Adi Wa-
hyono. Maqdir menuding Adi 
Wahyono dan Matheus Joko 
mempunyai kepentingan un-
tuk berbohong dalam rangka 
melindungi diri mereka dari 
ancaman hukuman yang tinggi.

Maqdir mengatakan bahwa 
keterangan saksi Matheus Joko 
Santoso dan Adi Wahyono 
seharusnya dikesampingkan. 
Dia menduga mereka telah 
berdalih mengenai aliran uang 

ke Juliari Batubara, terlebih 
jika memperhatikan cara hid-
up dan kesusilaan Matheus 
Joko Santoso bersama Daning 
Saraswati, sebagaimana mer-
eka terangkan dalam proses 
persidangan dan juga termuat 
dalam BAP.

“Gaya hidup dan kesusi-
laan yang ditunjukkan ini, 
bukanlah kesusilaan yang baik 
sehingga keterangannya dapat 
dipercaya sebagaimana dimak-
sud oleh Pasal 185 ayat 6 huruf  
d KUHAP,” papar Maqdir.

Diketahui sebelumnya, 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
pada KPK menuntut agar 
mantan Menteri Sosial (Men-
sos) Juliari Peter Batubara 
dijatuhi hukuman 11 tahun 
penjara. Jaksa juga menuntut 
agar Juliari didenda sebesar 
Rp500 juta subsidair enam 
bulan kurungan.

Selain pidana penjara dan 
denda, jaksa juga menuntut 
agar Juliari Peter Batubara 

dijatuhi hukuman untuk mem-
bayar uang pengganti sebesar 
Rp14,5 miliar. Juliari diberi 
waktu untuk membayar uang 
pengganti satu bulan setelah 
putusan pengadilan berkekua-
tan hukum tetap alias inkrakh.

Namun, jika Juliari Ba-
tubara tidak membayar uang 
pengganti dalam waktu satu 
bulan setelah putusan penga-
dilan telah memperoleh kekua-
tan hukum tetap, maka harta 
bendanya akan disita oleh jaksa 
dan dilelang untuk menutupi 
uang pengganti tersebut. Jika 
tidak mencukupi, maka akan 
diganti dengan pidana selama 
dua tahun.

Selain i tu,  jaksa juga 
menuntut pidana tambahan 
lainnya kepada Juliari Batuba-
ra. Pidana tambahan itu yakni, 
berupa pencabutan hak untuk 
dipilih dalam jabatan publik 
selama empat tahun setelah Ju-
liari rampung menjalani pidana 
penjara.  han

IDN/ANTARA 

BAKTI SOSIAL BIMA SUCI DI TUAL
Komandan Satgas Kartika Jala Krida (KJK) 2021Letkol Laut (P) Waluyo 
(kiri) memberikan alat kesehatan dan sembako secara simbolik kepada 
Komandan Pangkalan TNI AL Tual Kolonel Laut (P) I Gusti Putu Wisnawa 
(kanan) dalam rangka baksos Satgas KJK 2021 di Tual, Maluku, Sabtu (7/8). 
Selain untuk mendukung latihan praktek (Lattek) Kartika Jala Krida (KJK) 
2021, pelayaran KRI Bima Suci juga membawa misi bakti sosial.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk 
Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut :
A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat
 Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 05 Agustus 2021 (Kamis) dan tempat pelaksanaannya di Gedung Baja tower C lantai 9, 
 Waktu Pelaksanaan Rapat : 14.27 - 15.42 WIB
 Mata Acara RUPST :
 1. Persetujuan  dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal                 

31 Desember 2020, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya (acquitetdecharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian kewenangan dan kuasa kepada 

Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi Perseroan.
 5. Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :
 1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00                 

(tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah).
 2. Pengubahan dan penyesuaian serta pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:
  a. perubahan  Modal Dasar Perseroan sehingga mengubah pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan;
  b. perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
 3. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham yang akan dilakukan 

oleh Perseroan (“PMHMETD I”) termasuk penyetoran saham dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh PT Sarana Steel dalam PMHMETD I, yang dengan demikian 
mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD I tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD I lainnya termasuk 
harga pelaksanaan dan jadwal PMHMETD I, dan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta pemberian kuasa 
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
 Direksi :
 Direktur (Independen) :  Nyonya Suryani Kamil
 Dewan Komisaris:
 Komisaris Independen :  Tuan Bastianus Fritz Josef Lumanauw
C. Pemimpin Rapat
 Rapat dipimpin oleh Bpk. Bastianus Josef Fritz Lumanauw, selaku Komisaris Independen Perseroan
D. Kehadiran Pemegang Saham
 RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili  1.332.165.600 saham atau 74.01% dari 1.800.000.000 saham yang 

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.331.325.600 saham atau 73,96% dari 1.800.000.000 saham yang 

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
 Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang 

saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan 

keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara
 RUPST :
 Mata Acara Pertama, kedua, ketiga dan keempat :
 Jumlah suara blanko/abstain :  21.900 suara
 Jumlah suara tidak setuju :  -- suara
 Jumlah suara setuju :  1.332.143.700 suara
 Sehingga total suara setuju :  1.332.165.600 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 Mata acara kelima :
 Jumlah suara blanko/abstain :  21.900 suara
 Jumlah suara tidak setuju :  775.700 suara
 Jumlah suara setuju :  1.331.368.000 suara
 Sehingga total suara setuju :  1.331.389.900 suara atau sebesar 99,94%, atau lebih dari 1/2 bagian darI jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam 

Rapat.
 RUPSLB :
 Mata Acara Pertama :
 Jumlah suara blanko/abstain :  21.900 suara
 Jumlah suara tidak setuju :  -- suara
 Jumlah suara setuju :  1.331.303.700 suara
 Sehingga total suara setuju :  1.331.325.600 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 Mata Acara Kedua :
 Jumlah suara blanko/abstain :  21.900 suara
 Jumlah suara tidak setuju :  775.700 suara
 Jumlah suara setuju :  1.330.528.000 suara
 Sehingga total suara setuju :  1.330.549.900 suara atau sebesar 99,94%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam 

Rapat.
 Mata Acara Ketiga :
 Jumlah suara blanko/abstain :  21.900 suara
 Jumlah suara tidak setuju :  -- suara
 Jumlah suara setuju :  1.331.303.700 suara
 Sehingga total suara setuju :  1.331.325.600 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
H. Keputusan Rapat :
 RUPST :
 Keputusan mata acara pertama :
 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka 
lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

 Keputusan mata acara kedua :
 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 55.118.520.227 sebagai berikut :
 a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 b. Sebesar Rp. 55.118.520.227 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
 Keputusan mata acara ketiga :
 a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen 

dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi 
untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, termasuk untuk melakukan penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 
(bilamana diperlukan);

 b. Memberikan wewenang dan kuasa Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut 
dan menetapkan syarat-syarat penunjukkannya termasuk pemberhentiannya.

 Keputusan mata acara keempat :
 a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota  Dewan Komisaris Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 57.000.000, 00 per bulan dan memberikan 

wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.  
 b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 Keputusan mata acara kelima :
 a. Mengangkat kembali :

 b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua enam), adalah sebagai berikut :

  Direksi :

  Dewan Komisaris :

 c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 RUPSLB :
 Keputusan mata Acara Pertama :
 - Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp. 560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar rupiah) menjadi sebesar                                                       

Rp. 720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).
 Keputusan mata Acara Kedua :
 a. Menyetujui perubahan, penyesuaian serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:
  i. merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp560.000.000.000,00 

(lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah);
  ii. merubah, menyesuaikan dan menyatakan Kembali Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya                                                        

POJK (i) Nomor15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019;
   -sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan 

segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut 
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut 
(termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini 
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

 Keputusan mata Acara Ketiga :
 Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) 

saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku 
di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan  Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

 a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka 
PMHMETD I; 

 b. Menyetujui penyetoran saham baru dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh PT Sarana Steel dalam PMHMETD I;
 c. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, yang mencakup:
  i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
  iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
  iv. Menetapkan jadwal PMHMETDI;
 d. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan 

dan perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, 
serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

  i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

      ii.   menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 
2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang 
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang 
selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas 
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 09 Agustus 2021
Direksi Perseroan 

PENGUMUMAN
Para Pemegang Saham PT KARY INDOMAS ELOK (“Perseroan”) bermaksud untuk 
menjual sahamnya, dengan keterangan bahwa THE FERO COMPANY PTE. LTD. 
bermaksud untuk mengalihkan sahamnya kepada PT PUTRA KARY INTERNASIONAL.
Pengalihan saham tersebut mengakibatkan akuisisi saham Perseroan secara langsung 
melalui pemegang saham berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
Akuisisi akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. 
Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap akuisisi, tidak lebih dari 14 (empat 
belas) hari setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan 
menjelaskan alasan berikut bukti pendukung kepada Perseroan di:

Kawasan Industri Mitrakarawang, Jl. Mitra Selatan II Kav. 89, Desa Parungmulya, 
Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang 41363.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Karawang, 9 Agustus 2021
Direksi

PT KARY INDOMAS ELOK

PENGUMUMAN
Para Pemegang Saham PT PUTRA PILE INDAH (“Perseroan”) bermaksud untuk menjual 
sahamnya, dengan keterangan bahwa THE FERO COMPANY PTE. LTD. bermaksud 
untuk mengalihkan sahamnya kepada PT PUTRA KARY INTERNASIONAL.
Pengalihan saham tersebut mengakibatkan akuisisi saham Perseroan secara langsung 
melalui pemegang saham berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
Akuisisi akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. 
Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap akuisisi, tidak lebih dari 14 (empat 
belas) hari setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan 
menjelaskan alasan berikut bukti pendukung kepada Perseroan di:

Kawasan Industri BIIE Blok C 5 No. 1  
Lippo Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Bekasi, 9 Agustus 2021
Direksi

PT PUTRA PILE INDAH

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN 
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS 

REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH PT SYAILENDRA CAPITAL

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana - Reksa Dana 
sebagai berikut:

1. REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5;
2. REKSA DANA SYAILENDRA MANTA DANA KAS;
3. REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND;
4. REKSA DANA SYAILENDRA STEADY INCOME FUND

(untuk selanjutnya disebut “REKSA DANA SYAILENDRA”), yang telah diumumkan 
melalui surat kabar harian “International Media” tertanggal 10 Juni 2021, kami             
PT Syailendra Capital berkedudukan di Jakarta selaku Manajer Investasi dari REKSA 
DANA SYAILENDRA, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya 
perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA sebagaimana termaktub 
dalam masing-masing akta addendum REKSA DANA SYAILENDRA.   

Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di 
Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
REKSA DANA SYAILENDRA serta pihak-pihak yang berkepentingan. 

Jakarta, 9 Agustus  2021
Manajer Investasi

REKSA DANA SYAILENDRA
PT Syailendra Capital 

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

kejahatan.
Kriminolog Universitas In-

donesia, Achmad Hisyam tak 
menampik akan hal itu. Ia me-
nyebutkan bila saat ini ada tiga 
penyebab masyarakat melakukan 
tindakan kriminal yakni karena 
serakah (crime by greed), karena 
terpaksa, dan karena kebutuhan 
(crime by needs).

“Nah, saat ini kebutuhan 
menjadi tinggi,” katanya.

Selain karena kebutu-

JAKARTA (IM) –  Keja-
hatan jalanan meningkat dalam 
beberapa hari terakhir mengin-
dikasikan bila saat ini masyara-
kat mulai lapar. Kebutuhan 
tinggi tak diimbangi dengan 
terbatasanya akses masyarakat 
dalam PPKM. 

Di sisi lain upaya mengu-
rangi dampak PPKM melalui 
bantuan sosial (bansos) disiny-
alir belum merata menjadi salah 
satu penyebab meningkatkanya 

han tinggi, pendapatan yang 
berkurang menjadi dorongan 
sekelompok masyarakat nekat 
melakukan perbuatan kriminal. 

“Ini menjadi warning bagi 
pemerintah, tandanya kelaparan 
semakin tinggi,” kata Hisyam.

Selain itu, Hisyam kemu-
dian melihat terhadap beberapa 
kasus yang nilai kerugian yang 
rendah. Maka jeratan pen-
jara tak bisa dilakukan terhadap 
pelaku. Meski demikian, Hi-

syam menyarankan agar bansos 
segera dilakukan. Kolaborasi 
antara pemerintah pusat dan 
daerah wajib segera memberi-
kan agar pemenuhan dapur 
masyarakat tercukupi. Selain itu 
pemberian bansos harus merata 
agar tak terjadi ketimpangan.

“Selain kepada masyarakat 
mampu agar membantu ling-
kungan sekitarnya. Sehingga 
masalah kelaparan sedikit tera-
tasi,” ujarnya.  han

Kejahatan Jalanan Meningkat saat PPKM, 
Kriminolog: Masyarakat Mulai Lapar

juri, Nurina Savitri, dalam si-
aran “Malam Resepsi Virtual 
HUT ke-27 Aliansi Jurnalis 
independen (AJI)” secara vir-
tual, Sabtu (7/8).

Keduanya adalah, pertama 
57 pegawai KPK yang tidak lu-
lus TWK kemudian melakukan 
perlawanan. Sedangkan yang 
kedua adalah Laporcovid-19.

Nurina mengatakan, 51 
pegawai KPK yang tidak lo-
los TWK kemudian melaku-
kan perlawanan dinilai me-
wakili semangat Suardi Tas-
rif  dalam memeperjuangkan 
kemerdekaan berpendapat. 
Pegawai KPK tersebut juga 

JAKARTA (IM) – Pega-
wai Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang tidak lo-
los Tes Wawasan Kebangsaan 
(TWK) dan Lapor Covid-19 
meraih Tasrif  Award 2021. 

Dewan Juri Tasrif  Award 
2021 menyampaikan hal ini 
dalam siaran “Malam Rese-
psi Virtual HUT ke-27 Aliansi 
Jurnalis independen (AJI)”, 
Sabtu (7/8).

“Kami dewan juri Tasrif  
Award 2021 pada tanggal 4 
Agustus 2021, memutuskan 
dua pemenang atau meraih 
penghargaan Tasrif  Award 
2021,” kata anggota deawan 

mengungkap isu ketidakadi-
lan terkait hak asasi manusia, 
seperti diskriminasi agama, 
keyakinan, dan gender. 

Sedangkan LaporCovid-19 
disebut telah memperkuat 
masyarakat sipil untuk mem-
perjuangkan hak informasi dan 
mewakili suara warga terkait 
perbaikan dalam kebijakan 
pandemi Covid-19. 

Aggota dewan juri lainnya, 
Luviana berpendapat bahwa 
kelompok pegawai KPK yang 

tak lolos TWK dan Lapor 
Covid-19 telah menginspirasi 
publik untuk mengemukakan 
suaranya. Keduanya telah 
memperlihatkan semangat 
tokoh jurnalis Suardi Tasrif  
dalam rangka memperjuang-
kan kemerdekaan berpendapat. 

“Dan memberikan kritik 
pada komunikasi yang dira-
sakan penting dalam situasi ini 
sebagaimana semangat yang 
diberikan Suardi Tasrif,” kata 
Luviana.  han

57 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK 
dan Lapor Covid-19 Raih Tasrif Award 2021

IDN/ANTARA 

PASIEN COVID-19 ISOLASI TERPUSAT
DI ATAS KM UMSINI

Petugas menurunkan sampah dari atas KM 
Umsini yang menjadi lokasi isolasi terpusat bagi 
pasien COVID-19 tanpa gejala (OTG) di Makas-
sar, Sulawesi Selatan, Minggu (8/8). Hingga saat 
ini sebanyak 84 pasien COVID-19 tanpa gejala 
melakukan isolasi apung di atas KM Umsini dan 
dua diantaranya dirujuk ke rumah sakit.


